PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN
NOMOR 111/AMQ/SPK-CC-INS/VII/2025

1. PT Prodia Widyahusada Tbk (PRODIA)

Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan yang dibentuk dan didirikan
berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 150, Jakarta, Indonesia,

Diwakili secara sah oleh :

Nama : Hermin Tikumaqdika, SE., MM., M.Th.

Jabatan : Regional Head - Sulampua Region

yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 398/SK-
B&M/Sulampua/2024 tanggal 30 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk.

2. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon (PELANGGAN)

Sebuah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Perikanan yang lebih dikenal dengan “PSDKP Ambon”, yang
dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Ambon

Diwakili secara sah oleh :

Nama : Johanis Johniforus Medea, S.St. Pi

Jabatan : Kepala Stasiun

yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor KEP 12/PA/2025, tanggal 24 Maret 2025, bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Ambon.,

3.  NPWP PELANGGAN [o]oJo[1]5[99[6[9[5[9]4[1]0[0]0]

Nama : Stasiun PSDKP Ambon Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kementrian Kelautan dan Perikanan

Alamat Terdaftar :J1. Ir. M. Putuhena - Wailela, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 97223

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
PRODIA dan PELANGGAN sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana
Pelanggan menunjuk PRODIA untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana

didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan — Medical
Check Up.

5. LOKASI PEMERIKSAAN & DURASI PROYEK
Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di:

A. | Cabang PRODIA B. | Lokasi PELANGGAN
terlampir pada Lampiran 2 diisi oleh PELANGGAN
Apabila Pemeriksaan dilakukan di tempat Apabila  Pemeriksaan  dilakukan di  Lokasi
PRODIA, Pasien wajib membawa Surat PELANGGAN, PELANGGAN wajib memberikan
Pengantar, Kartu ID serta KTP/tanda Daftar Pasien kepada Penanggung Jawab Harian
pengenal lainnya. PRODIA selambat-lambatnya 3 hari sebelum

pelaksanaan Pemeriksaan,
dilingkari yang diperlukan

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (“Durasi Proyek”) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dimulai
sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan jadwal sebagai berikut:

Senin s/d Jumat Pukul 07.00 s/d 20.00 WITA
Sabtu - Pukul 07,00 s/d 18.00 WITA
Minggu dan Hari Libur, kecuali Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha, dan | Pukul 08.00 s/d 14.00 WITA
Hari Buruh

Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, Pasien tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan
dan/atau hanya sebagian dari jenis pemeriksaan yang ditentukan Pelanggan, maka Prodia akan memberikan waktu kepada
Pasien paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Pasien melakukan registrasi di Lokasi Pemeriksaan agar Pasien
dapat melengkapi seluruh jenis pemeriksaan yang ditentukan oleh Pelanggan. Dalam hal Pasien telah melewati jangka
waktu sebagaimana diatur pada ketentuan ini, maka Prodia dapat melakukan rekapitulasi hasil serta mengirimkan tagihan
kepada Pelanggan, dan Pelanggan wajib memenuhi pembayaran atas tagihan tersebut



6. JENIS DAN HARGA PEMERIKSAAN

Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir sebagai berikut: Lampiran I avh)
PRODIA akan memberikan keringanan biaya sebesar 10% untuk setiap Pemeriksaan yang diminta oleh
PELANGGAN, kecuali untuk Pemeriksaan 17-OH Progesterone Neonatus, dan Pemeriksaan Rujukan.

o

7. TATA CARA PEMBAYARAN
Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada PRODIA secara:

(-] Tunai secara langsung pada saat pemeriksaan [V] Tagihan
Dalam hal pembayaran dilakukan secara Tagihan maka PELANGGAN wajib melakukan pembayaran ke rekening

Virtual Account dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender ("Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran®) sejak tagihan berupa softcopy diterima oleh PELANGGAN ke rekening sebagai berikut:

Bank : Danamon

Cabang : Cikini

No. Rekening Virtual Account : 7598908032500877

Pemilik Rekening : PT Prodia Widyahusada Tbk

Dalam hal PELANGGAN setelah mendapatkan Warning Lefter dari PRODIA belum juga melakukan pembayaran
sampai dengan 14 (empat belas) hari Kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, PRODIA berhak untuk
memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.

8. JANGKA WAKTU
Jangka waktu Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan
kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

9. KONTAK PERSON

PRODIA
Marketing Finance
Nama Astria Rosselien Liesay Nama Harmin B. Samaun
Jabatan Laboratory Information Services  Jabatan Branch Finance Officer
Telepon 0911-348071 Telepon 0911-348071
Email astria.rosselien@prodia.co.id Email ambon keu@prodia.co.id
PELANGGAN
HRD (Human Resources Department)
Nama Donald Manusiwa Nama
Jabatan Bagian Umum - Pengelola Data  Jabatan
Telepon 085340978887 Telepon
Email manusiwadonald@gmail.com Email

10. LAIN-LAIN

a.  Selama berlangsungnya Perjanjian ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan
belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah
Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

b.  Kecuali kami menyetujui sebaliknya secara tertulis, ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar
Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan — Medical Check Up (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan
Prodia dan layanan yang akan PRODIA berikan kepada PELANGGAN.

c.  Para Pihak wajib mematuhi segala Peraturan Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan perundangan-undangan yang
berlaku dalam pemrosesan Data termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi, sebagaimana dapat ditambah atay diubah dari waktu ke waktu berikut seluruh peraturan
pelaksanaannya, yang akan diatur dalam Lampiran B Perjanjian ini dan disetujui bersama Para Pihak.
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Dengan menandatangani Perjanjian ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah t?enar dan kami
sepakat untuk mematuhi Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan — Medical Check Up
(Lampiran A), Ketentuan Pemrosesan Data (Lampiran B), dan Lampiran lainnya dalam Perjanjian yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini,

PRODIA PELANGGAN

B7AMX219054106

(] Nama : Hermin Tikumaqdika, SE., MM., M. Th.

Jabatan : Regional Head - Sulampua Region Jabatan : Kepala Stasiun
|_Tanggal : 10 Juli 2025 Tanggal : 10 Juli 2025
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Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan — Medical
Check Up

Definisi. Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kesehatan atau Pemeriksaan adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau
emeriksaan penunjang lain yang dilakukanoleh Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

Bemeriksaan Penunjang Lain adalah pemeriksaan non laboratorium yang dilakukan oleh

Prodia sebagaimana terlampir pada

Lampiran 1.

3. Pemeriksaan Rujukan adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh Prodia kepada
rekanan Prodia atau sarana pelayanan kesehatan lain.

4. Pasien adalah pihak yang ditunjuk oleh Pelanggan yang merupakan karyawan dan/atau calon
karyawan Pelanggan, untuk mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.

5. Surat Pengantar adalah surat yang digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan
atas biaya Pelanggan, sebagaimana contoh terlampir pada Lampiran 3.

6. Daftar Nama atau Daftar Pasien adalah daftar nama-nama Pasien yang dibuat dan diberikan oleh
Pelanggan kepada Prodia agar kepadanya dilakukan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan.

7. ID adalah kartu yang menunjukkan bahwa Pasien adalah pihak yang ditunjuk oleh Pelanggan yang
berhak mendapatkan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan sebagaimana contoh terlampir pada
Lampiran 4.

8. Penanggung Jawab adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-
masing pihak untuk bertugassebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.

: 9. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan
sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-
Lampirannya.

10. Cabang Pihak Pertama adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud
Bada uraian Lampiran 2.
11,

urasi Proyek gdalgh Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud datam

, Pasal 5 Perjanjian ini.

: 12. Dokumen Penutupan Proyek MCU (DPPM) adalah suatu dokumen yang dapat berupa DPPM
Periodik atau DPPM Final, yang berfungsi sebagai dasar Bagian Keuangan Prodia dalam
melakukan penagihan yang akan disampaikan oleh Penanggung Jawab Marketing kepada Prodia
untuk mengkonfirmasi jasa yang telah diberikan oleh Prodia kepada Pasien yang telah terlaksana.

13. DPPM Periodik adalah DPPM yang akan dikonfirmasi Prodia kepada Pelanggan untuk melakukan
penagihan, yang masih memungkinkan adanya kelebihan/kekurangan perhitungan jasa yang telah
terlaksana dan dapat dilakukan adjustment pada DPPM Final.

14. DPPM Final adalah DPPM yang akan dikonfirmasi Prodia kepada Pelanggan untuk melakukan
penagihan, yang sudah berstatus final sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan adjustment

Jasa yang telah diberikan oleh Prodia kepada Pelanggan setelah status DPPM Final telah disepakati
Para Pihak.

PR N BPRE | TR SESTAPS——

Ketentuan Yang Mengatur. Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia
: sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan

persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap
perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.

o il i

_' Penggunaan dan Penafsiran. Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang
! merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Penerimaan Pasien.

a.  Dalam hal Pemeriksaan dilakukan di Prodi Pasi ii
TP/tanda pengenal lainnya, rodia, Pasien wajib membawa Surat Pengantar, Kartu ID serta

b. Dalam ha.l Pemeriksaan dilakukan di lokasi Pelanggan, maka Pelanggan wajib mengirimkan daftar
nama Pasien yang akan melakukan Pemeriksaan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender

sebelum dilaksanakannya Pemeriksaan,

T —




Pemeriksaan Kesesuaian Identitas Pasien, Prodia berhak untuk memeriksa kesesuaian identitas Pasien
dengan Surat Pengantar atau Dafiar Pasien, Prodia berhak untuk memberlakukan Pasien sebagai pasien
umum dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Pelanggan dalam hal:

a. terdapat ketidaksesuaian terhadap identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien;

b. Pasien tidak dapat menunjukkan Surat Pengantar/ Kartu ID.
¢. Nama Pasien tidak ada di dalam daftar nama yang dikirim Pelanggan.

Penanggung Jawab Harian

1. Jika salah satu Pihak mengganti atau mengubah nama Penanggung Jawab, alamat, telepon/ext,
faksimili dan/atau e-mail, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian atau
perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak dilakukannya penggantian atau perubahan tersebut. Penggantian
atau perubahan Penanggung Jawab baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penggantian atau perubahan tersebut.

2. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung
Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Penanggung Jawab Marketing Prodia akan mengingatkan sebanyak maksimal 2 (dua) kali agar Pasien
Pelanggan melakukan Pemeriksaan kesehatan selambat-lambatnya sampai dengan batas Waktu
Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian. Dalam hal setelah diingatkan oleh
Penanggungjawab Marketing Prodia, Pasien tetap tidak melakukan Pemeriksaan hingga batas waktu
yang ditetapkan tersebut, maka Prodia berhak untuk tidak melaksanakan Pemeriksaan kepada Pasien
yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan terkait
Penagihan dan Tata Cara Pembayaran dalam Lampiran A ini.

Hak Penolakan Tambahan Pemeriksaan. Prodia berhak untuk menolak tambahan Pemeriksaan diluar
dari yang diatur pada Lampiran 1.

Jaminan Pihak Kedua. Pelanggan menjamin bahwa seluruh Pasien akan melakukan Pemeriksaan sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati. Apabila pada saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, Pasien yang
namanya tercantum pada Daftar Nama tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan, yang disebabkan
oleh namun tidak terbatas pada; perjalanan dinas, sedang dalam masa haid, sakit, dan/atau cuti, maka
Prodia akan memberi waktu kepada Pasien tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kerja untuk dapat melakukan
pemeriksaan kesehatan. Dalam hal Pasien telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur pada
ketentuan ini, maka Prodia dapat melakukan rekapitulasi hasil serta mengirimkan tagihan kepada
Pelanggan, dan Pelanggan wajib memenuhi pembayaran atas tagihan tersebut.

Rujukan Pemeriksaan. Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila
Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan.

Pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA. Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta
oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA, maka baik Pelanggan dan
Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA,
sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturgn yang berlaku mengenai pemeriksaan HIV,
AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA. Khusus untuk pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS, Pelanggan
mengetahui dan menyetujui bahwa Prodia selaku fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan
Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.. /,



Hasil Pemeriksaan. Format Hasil Pemeriksaan adalah sebagaimana contoh terlampir pada Lampiran 5,
Hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk salinan tertutup dengan format sesuai dengan format baku yang
berlaku di Laboratorium Medis Prodia dan akan diserahkan kepada Pelanggan dan/atau Dokter Pelanggan
dan/atau Pasien setelah pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan berupa softcopy secara online yang dapat
diakses pada Platform SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan RI, aplikasi milik Prodia dan/atau
Pihak yang ditunjuk oleh Prodia, atau e-mail maupun berupa hardcopy jika diperlukan. Hasil Pemeriksaan
akan dikeluarkan dan diserahkan kepada Pelanggan setelah pemeriksaan selesai dilakukan oleh Prodia
maupun Pihak Ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Prodia. Dalam keadaan mendesak dan/atau atas
permintaan Pelanggan, Prodia dapat mengeluarkan ringkasan/resume Hasil Pemeriksaan melalui e-mail
atau sarana komunikasi lainnya dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tetap menjaga
kerahasiaan data pasien. Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh
pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia.
Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas
terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan, Pelanggan mengetahui
bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan
menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan
diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam
medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan,
tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang
Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui
Hasil Pemeriksaan atas dirinya dan Prodia mempunyai kewajiban untuk melaporkan Hasil Pemeriksaan ke
dalam Platfrom SATUSEHAT atau platform lainnya milik Pemerintah. Dalam hal Pelanggan tidak
memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan
menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab
sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul,

Kerahasiaan. Para Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini,
wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data termasuk namun tidak terbatas pada identitas Pelanggan dan
Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut sebagai “Informasi Rahasia’), sebagaimana ketentuan Perundang-
undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada
uraian sebelumnya dikecualikan dalam hal rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk
mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, dan
kepentingan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan dengan ini
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan, gugatan
dan/atau kerugian terhadap penyalahgunaan Informasi Rahasia melalui faksimili, e-mail dan/atau
rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor

Pelanggan.

Harga Pemeriksaan, Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam
Perjanjian ini. Perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh
Prodia kepada Pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan secara efektif.
Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah
diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud. Dalam hal kerjasama antara Prodia
dengan Pelanggan beralih menjadi kerjasama nasional, maka Harga Pemeriksaan pada Perjanjian akan
disesuaikan dengan ketentuan Harga Pemeriksaan nasional sesuai kebijakan Prodia.

Pihak Ketiga. Penunjukan Prodia oleh Pelanggan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada pihak
ketiga.



Penagihan dan Tata Cara Pembayaran, Prodia akan membuat tagihan dengan ketentuan:

a. Tagihan akan dilakukan oleh Prodia di tanggal 15 (lima belas) tiap bulannya dengan mengacu pada
ketentuan Prodia dan DPPM (baik DPPM Periodik atau DPPM Final) yang sudah ditandatangani
oleh Pelanggan.

b. Tagihan akan dilakukan oleh Prodia melalui bagian Finance dengan mengacu kepada ketentuan
Tagihan yang dikirimkan oleh Prodia 2 (dua) kali dalam sebulan sesuai Total Nilai Kontrak, dimana
Format Tagihan mengikuti Format dari Prodia dengan mengacu kepada termin pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

¢.  Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Surat Pengantar, Nota Pemeriksaan dan Invoice.

Prodia akan mengirimkan tagihan dalam bentuk softcopy, melalui media komunikasi email, dan dalam
bentuk dokumen tercetak yang akan dikirimkan melalui kurir dan/atau jasa pengiriman lainnya.

Pelanggan akan melakukan pembayaran dengan mencantumkan nomor invoice pada kolom berita dalam
waktu selambat- sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Perjanjian terhitung sejak tanggal tagihan berupa softcopy diterima oleh Pelanggan dengan mengacu
kepada termin pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

Dalam hal Pelanggan belum melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran,
sebagaimana dimaksud pada ketentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran diatas, Prodia akan
mengirimkan Surat Peringatan (Warning Letter) kepada Pelanggan pada hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal
Jatuh Tempo Pembayaran.

Dalam hal Pelanggan setelah mendapatkan Warning Letter dari Prodia belum juga melakukan
pembayaran sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran,
Prodia berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.

Jika masih terdapat Pasien yang belum melakukan Pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam
Perjanjian ini, Prodia tetap dapat menagihkan biaya Pemeriksaan sesuai dengan banyaknya Pasien yang
telah disepakati Para Pihak, dan Pelanggan tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai
dengan jumlah yang ditagihkan oleh Prodia tersebut.

Pajak

Pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan tegas
dalam Perjanjian ini

Larangan Pengalihan. Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan
sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan
tertulis pihak lainnya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan
dimana Prodia diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan
Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi
pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana
rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat
cadangan listrik (UPS/Uninterrupted Power Supply) Prodia;

b, kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari

pemasok terhambat;
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c¢. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan
pemeriksaan ulang karena hasil

pemeriksaan dikategorikan dalam “border line"” atau “gray zone”.

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya

masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti
berikut ini:

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnira; 250
Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terl]'ladap {ctentuan-ietentuan dalam Perjanjian;
Dalam hal terjadinya Force Majeure (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini;
Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir
secara efektif,

eeop

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini
mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta
menghapuskan kewajiban masing- masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali
dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Apabila Pelanggan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan Pelayanan Pemeriksaan
Kesehatan melakukan pembatalan sepihak maka uang tanda jadi (Down Payment) yang telah dibayarkan

oleh Pelanggan kepada Prodia tidak dapat dikembalikan kepada Pelanggam dan menjadi hak Prodia
sepenuhnya.

Penyelesaian Perselisihan. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka
Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai
mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Prodia.

Pernyataan dan Jaminan. Pelanggan dengan ini menjamin bahwa Pelanggan telah memiliki seluruh

perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan
masih berlaku,

Apabila ternyata Pelanggan melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pelanggan dengan ini

membebaskan Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian
dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan
dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan menjamin adanya
persetujuan tertulis (informed consent) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV,
AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA dan Prodia tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas
kelalaian dan/atau kesalahan Pelanggan, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil

Pemeriksaan oleh Prodia,

S =i e
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Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan wajib dilaporkan ke Platform SATUSEHAT
milik Pemerintah, karenanya dalam hal terjadi kebocoran dan/atau penyalahgunaan data identitas Pasien
dan Hasil Pemeriksaan yang disebabkan bukan karena kesalahan Prodia, maka Pelanggan membebaskan
Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat hal tersebut.

Para Pihak menyatakan dan menjamin akan mematuhi semua aturan yang berlaku dari waktu ke waktu,
dan persyaratan, peraturan, regulasi, panduan, dan kode etik praktik dari semua otoritas pengatur atau
pihak yang berwenang yang memiliki yurisdiksi atas Pihak atau layanan pemeriksaan sebagaimana diatur
didalam Perjanjian ini, namun tidak terbatas pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta syarat
dan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala
perubahan dan peraturan pelaksanaannya,

Ketidakberlakukan sebagian. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan
suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan
dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan
lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang
bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang
bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Force Majeure
1. Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para Pihak untuk
mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada bencana alam (banjir, gempa bumi,

angin topan), kebakaran, huru-hara dan kecurian eksternal kecuali yang dinyatakan sebaliknya
dalam perjanjian ini,

2. Kondisi sebagaimana disebutkan dibawah ini tidak termasuk dalam kategori Force Majeure, yakni
ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti Perubahan Geopolitik, Perang, Wabah

atau Pandemi, Merger atau Akuisisi Principal, Gangguan Cyber yang berdampak pemenuhan
prestasi namun dapat dimitigasi oleh Para Pihak.

3.  Pihak yang mendalilkan Force Majeure harus melakukan hal-hal yang dianggap patut dan wajar
untuk tetap melaksanakan kewajiban atau melakukan upaya untuk memitigasi risiko tidak
terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian dan disamping itu juga wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah terjadinya peristiwa tersebut.

4.  Pihak yang mendalilkan klaim Force Majeure harus terlebih dahuly meneliti apakah bencana atau
tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup Force Majeure yang
diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim Force Majeure didasarkan pada adanya tindakan
pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan

pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya yang dituangkan
dalam Peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang dan dasar
hukum yang menguatkan hal tersebut.

Pihak yang mendalilkan klaim Force Majeure tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak
tersebut, dimana pada saat pengajuan klaim Force Majeure pihak yang mendalilkan atau pihak
yang merasa dirugikan dapat menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya berupa
perubahap tenggat waktu, penyesuaian kuantitas, kualitas barang/layanan, milestone kontrak
maupun jadwal pelaksanaan layanan (delivery time). Kesepakatan Para Pihak akan dituangkan
dala_:.m“ben_tu.k Adendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari
perjanjian ini.
6. Apabila terjadi keadaan Force Majeure seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanjutkan kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk

menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.
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Komitmen Anti Korupsi dan Gratifikasi

1. Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan:
a. Praktik Korupsi:
Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan,
memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk uang, komisi, hadiah,
keuntungan, peluang ataupun bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung
yang dilakukan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mempengaruhi Pihak lain
melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut di atas, baik dalam proses pengadaan
dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial.

b. Praktik Kecurangan:
Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan
keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak
sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru
dimaksud, sehingga memperoleh keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk
menghindari kewajiban, baik dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Para Pihak menjamin bahwa seluruh pejabat, pegawai, mitra kerja masing-masing Pihak,
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagi Pihak yang terbukti melakukan
pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran dikeluarkan dari tugasnya dan harus
diganti dengan yang baru oleh Pihak yang melakukan pelanggaran, selambat 14 (empat
belas) hari kalender terhitung dari tanggal pernyataan diketemukannya bukti pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari suatu Pihak;

b. Pihak yang mealukan pelanggaran wajib mengembalikan dan/atau memulihkan kerugian
Pihak yang dirugikan;

¢.  Apabila terbukti bahwa pelanggaran dimaksud dilakukan secara sistematis maka pihak
yang dirugikan berhak melakukan pemutusan kerjasama atas perjanjian ini, dimana
konsekuensi atas pemutusan tersebut dibebankan kepada Pihak yang melakukan
pelanggaran.

Lain-Lain. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan
perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta
untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan,
surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan
maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Para Pihak akan menempuh semua tindak pencegahan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan
hukum untuk kesehatan dan keselamatan masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini.
Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3).

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur
bersama di kemudian hari, dalamsuatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan
bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang
mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.



Lampiran 1 i 3
Jenisl:ilalﬂatau Harga Pemeriksaan Laboratorium dan/atau Pemeriksaan Non Laboratorium

PSDKP TAHUN 2025

1  |Pemariksaan Laboratorium
Pemeriksaan Trombosit,Leukosit, Eritrosit, 130,000
a  [Hematolog] Lengkep dan komponen sel-sel darah lainnya
|Pemeriksaan keadaan saluran kemih dan 65,000
b [Urine lenghep mendeteksi infeksi saluran kemih
2 |Fungsi Hati
65,000
: ﬁg}r Mengetahui Penurunan Fungsi hati dan 65,000
& P GT -danya P di hati 100,000
3 |Fungsi Ginjal
65
: I(reati;lln !\rle)ngf;:::: :::umn Fungsi ginjal dan ﬁg
c__|Asam urat T 75,000
Penanda inflamasi yang di manfaatkan untuk 125,000
9 [OMARSTAN deteks| dini penurunan Fungsi Ginjal :
4  |Pemeriksaan Gula dalam darah
a8 |HbAlc Mengukur kadar gula rata-rata dalam 3 bulan 170,000
b |Glukosa Darsh puasa z:l:uk?rlk,:dar .gula dalam darah Puasa & 40,000
5  |Fungsi Lemak
a__|Cholesterol Total 60,000
b |Cholesterol LDL 130,000
ka terol darah
e [Cholesterol HDL Mengetahul kadar koles dalam daral 85,000
d _|Trigliserida 65,000
Mengetahui Peningkatan resika penyakit
e |Trimethylamine-N-Oxide (TMAO), LC-MS/MS |kardiovaskular, karena terb uknya 200,000
aterosklerosis
6 |Pemeriksaan Non Laboratorium
- Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik oleh dokter
a |Pemeriksaan Dokter Fisik umum (Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, 150,000
BMI, TTV: Tensi, Suhu, RR dan Sat, 02).
7 __|Penunjang Diagnostil
Pemeriksaan untuk mengukur dan merekam
@ Bk aktivitas listrik jantung, 150,000
b |Rontgen Thorax Menilal paru-paru, jantung, dan rongga dada 150,000
Total Estimasi Biaya 1,955,000
Lampiran 2
Prodia Ambon: J1. Anthony Rebook No 1B - C
Lampiran 3

Surat Pengantar menggunakan surat tugas dari Perusahaan.
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Lampiran 4
(Kartu Pegawai dan KTP masing-masing)

Lampiran 5
Contoh Format Hasil Pemeriksaan Pihak Pertama
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Lampiran 7
Copy NPWP Pelanggan




LAMPIRAN B
PEMROSESAN DATA

PT Prodia Widyahusada Tbk (PRODIA) dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Ambon (PELANGGAN) menyatakan bahwa Para Pihak sepakat untuk mematuhi Ketentuan-Ketentuan
Lampiran B terkait Pemrosesan Data dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut::

A. Definisi

1.

»

9.

10.

Pengendali Data Pribadi atau Pengendali Data adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi
internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan
melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Prosesor Data Pribadi atau Prosesor Data adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi
internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data
pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

Pengendali Data Bersama dalam lingkup pemrosesan data adalah dua atau lebih Pengendali Data yang
secara bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan data secara transparan untuk
mengidentifikasi peran, menentukan tanggung jawab, dan hubungan masing-masing dalam memenuhi
kewajiban, khususnya mengenai pelaksanaan hak subjek data dan tugas masing-masing untuk
memberikan informasi.

Subyek data adalah orang perseorangan yang pada dirinya melckat data pribadi.

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi
secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Kegagalan pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi data pribadi subjek data dalam hal
kerahasiaan, integritas, ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang
disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahanm
pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan atau diproses.
Pengolahan adalah berarti pengoperasian atau serangkaian pengoperasian yang dilakukan atas Data
Pribadi atau serangkaian Data Pribadi, baik secara otomatis maupun tidak.

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian
pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Proses, memproses, pemrosesan adalah di dalam konteks data pribadi, berarti kegiatan pemrosesan
data sesuai Peraturan pelindungan Data Pribadi.

Peraturan pelindungan Data Pribadi adalah semua peraturan perundang-undangan pelindungan data
pribadi atau privasi yang berlaku di Indonesia yang mungkin diubah dari waktu ke waktu.

B. Lingkup Pemrosesan Data

Lingkup Pemrosesan Data yang dilakukan oleh Para Pihak dimana hal ini juga yang dilakukan dalam
rangka Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan. Hal ini untuk memastikan pemenuhan
kewajiban hukum yang berkaitan dengan pelindungan Data Pribadi dan privasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta memfasilitasi pengolahan/pemrosesan data pribadi antara Pihak
Pertama dan Pihak Kedua untuk kepentingan bisnis masing-masing.

C. Pemrosesan Data

1.

PRODIA dalam pemrosesan data ini bertindak sebagai Pengendali Data dan Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon bertindak sebagai Pengendali Data selanjutnya disebut
Pengendali Data Pribadi dengan Pengendali Data Pribadi.

Jenis data-data yang di proses yaitu: Data Pribadi Pasien, data Riwayat Medis Pasien, hasil
Pemeriksaan Pasien, Rekam Medis Elektronik (Elektronik Medical Records/EMR), dan legalitas Para
Pihak.

Tujuan Pemrosesan Data hanya boleh diproses sebagai berikut : Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Pasien, Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (continuum of care), mendukung pengambilan
keputusan medis yang efektif dan tepat bagi pasien, penelitian medis dan pengembangan ilmu
pengetahuan, Surveilans kesehatan dan Administrasi pembiayaan kesehatan.

Cara Pemrosesan Data meliputi : % ﬂ



a. Pemerolehan dan pengumpulan data oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;
b. Pengolahan dan penganalisaan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;

¢. Penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penghapusan data oleh masing-masing Pengendali Data
Pribadi;

d. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan oleh masing-masing
Pengendali Data Pribadi,

Masing-masing Pengendali Data Pribadi setuju untuk tidak memproses data diluar dari tujuan-tujuan

yang disebutkan di dalam Point C.(3) di atas, kecuali setelah memperoleh persetujuan secara tertulis
dari Pihak lainnya.

Masing-masing Pengendali Data Pribadi tidak akan melakukan pembukaan, pemberian akses, dan

pengiriman data kepada pihak manapun, kecuali setelah memperoleh persetujuan secara tertulis dari
Pihak lainnya.

D. Kewajiban Masing-masing Pengendali Data Pribadi

1.

10,

Masing-masing Pengendali data Pribadi menyetujui bahwa dalam melaksanakan kewajibannya
masing-masing Pengendali Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, akan menaati Peraturan
Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi sejauh itu berlaku untuk pengolahan Data Pribadi.
Masing-masing Pengendali Data Pribadi menyatakan hanya akan mengolah Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan Tujuan pemrosesan data lampiran ini.

Masing-masing Pengendali Data Pribadi hanya akan mengungkapkan Data Pribadi atau mengizinkan
akses ke Data Pribadi oleh para karyawan masing-masing Pengendali Data Pribadi atau agen atau
subkontraktornya (sebagaimana yang berlaku) dalam setiap hal yang tunduk pada kewajiban
kerahasiaan yang mengikat berkenaan dengan Data Pribadi dan untuk siapa masing-masing
Pengendali Data Pribadi telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan
keandalannya (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelatihan yang sesuai dalam Pelindungan dan
keamanan data, integritas dan kerahasiaan Data Pribadi) dan yang penggunaan atas Data Pribadinya
berkaitan dengan fungsi pekerjaan mereka.

Masing-masing Pengendali Data Pribadi akan memberitahukan Pihak lainnya mengenai permintaan-
permintaan yang diterima dari subyek data yang menggunakan hak-haknya berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Pelindungan Data dan, dengan mempertimbangkan sifat dari pengolahan
membantu Pihak lainnya melalui tindakan-tindakan teknis dan organisasi yang sesuai, sepanjang
dimungkinkan, dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan hak-hak subyek data
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data, termasuk menanggapi permintaan-
permintaan akses subyek atau permintaan-permintaan dari subyek data untuk akses ke perbaikan,
penghapusan atau portabilitas Data Pribadi, atau pembatasan pengolahan atau keberatan terhadap
pengolahan Data Pribadi; dan

Para Pihak akan menyampaikan pemberitahuan perihal pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data
Pribadi saat melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran
badan hukum sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Data Pribadi yang berada dalam penguasaan dan/atau dikendalikan dari salah satu Pihak
Pengendali Data Pribadi hilang, rusak atau tidak dapat digunakan karena alasan apapun, maka Pihak
tersebut akan segera memberitahukan Pihak Pengendali Data Pribadi lainnya dan memulihkan Data
Pribadi tersebut termasuk dengan menggunakan cadangannya dan/atau prosedur pemulihan bencana,
tanpa pengenaan biaya apa pun kepada Pihak lainnya,

Masing-masing Pengendali Data Pribadi akan mematuhi persyaratan keamanan informasi sejauh yang
berlaku untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pihak yang mengalami kebocoran data harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya setelah
mengetahui adanya kehilangan, kebocoran atau pengolahan atau pengungkapan yang terjadi, diduga
terjadi, atau terancam terjadi atas Data Pribadi Pihak lainnya melalui kontak person yang ada di
perjanjian ini. Peristiwa kebocoran data akan tetap di proses dan Pihak yang membuat kerugian atas
kebocoran data akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas hal tersebut.

Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib mematuhi seluruh kebijakan, prosedur, dan standar
pengamanan dan keamanan yang berlaku dalam perusahaan masing -masing,

Salah satu Pihak atas pilihannya sendiri dapat memerintahkan Pihak lainnya untuk menangguhkan
atau menghentikan keterlibatan setiap personil Pihak lainnya dalam pemberian jasa pengolahan data
apabila Pihak lainnya menganggap, atas kebijakannya sendiri, bahwa personil terkait memiliki risiko

keamanan.
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11. Untuk memastikan kepatuhan masing-masing Pengendali Data .Pribaj-di terhadap Peraturan

Pelindungan Data Pribadi, maka Masing-masing Pengendali Data Pribadi waj ib: =

a. memenuhi permintaan Pihak lainnya untuk mengubah, memperbaiki, mengirimkan, menutup
akses, menghancurkan atau menghapus Data yang diproses sehubungan dengan permo!:longfn
Pemilik Data Pribadi untuk melaksanakan hak-haknya sesuai Peraturan Pelmdungap Data P1:1bad1,_

b. memberitahukan kepada Pihak lainnya apabila menerima komunikasi atau permintaan baik dari
Pemilik Data Pribadi, ataupun Lembaga Pemerintah terkait dengan pemrosesan Data dal‘am wakm
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima komunikasi atau
permintaan tersebut; 5

¢. melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diminta oleh Pihak
lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Pelindungan Data Pribadi atau kepatuhan
terhadap keputusan atau perintah dari Lembaga Pemerintah; ) )

d. memastikan bahwa akses terhadap Data hanya diberikan kepada karyawan Masing-masing
Pengendali Data Pribadi yang benar-benar berkepentingan untuk melaksanakan, -me.ngelc'vla,
mengawasi pelaksanaan permosesan data dengan menjamin bahwa karyawan Masing-masing
Pengendali Data Pribadi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Masing-masing Pengendali Data

Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data telah terikat dan memiliki kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan Data.

E. Audit Kegiatan Pemrosesan Data

Masing-masing Pengendali Data Pribadi berhak untuk melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap
kegiatan pemrosesan Data yang dilakukan oleh Pihak lainnya termasuk dengan melakukan
pemeriksaaan terhadap fasilitas yang digunakan oleh Pihak lainnya untuk melakukan Pemrosesan
Data dengan tetap memperhatikan persetujuan pihak lainnya serta prosedur keamanan dan

kerahasiaan informasi yang berlaku di masing-masing Pengendali Data Pribadi dan terbatas pada
pelaksanaan tujuan-tujuan sesuai Point C.(3) Lampiran ini.

F. Pemrosesan Data oleh Pihak Ketiga

l. Dalam hal salah satu Pihak menunjuk pihak ketiga untuk melakukan sebagian atau seluruh
pemrosesan Data (“Pihak Penunjuk Prosesor Data”), maka Pihak Penunjuk Prosesor Data
tersebut wajib memastikan bahwa penunjukan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak Pengendali Data Pribadi lainnya.
Pemrosesan Data oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Penunjuk Prosesor Data harus
berdasarkan suatu perjanjian yang sah. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan
yang dapat menjamin bahwa Data yang diproses oleh pihak ketiga tersebut mendapatkan
perlindungan yang sama berdasarkan Perjanjian ini.
Pihak Penunjuk Prosesor Data, dalam kesempatan pertama, wajib untuk memberikan
pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam hal pihak ketiga gagal untuk memenuhi kewajiban

pemrosesan data yang diberikan oleh Pihak Penunjuk Prosesor Data berdasarkan Perjanjian ini.

Pemberitahuan yang dimaksud wajib untuk menyertakan informasi deskripsi kewajiban yang
gagal dilaksanakan oleh pihak keti

: ' ga, estimasi dampak dan kerugian yang akan ditanggung oleh
Pihak lainnya dan langkah-langkah perbaikan, antisipasi, dan mitigasi yang butuh untuk dilakukan
oleh Pihak lainnya untuk mencegah bertambahnya kerugian.

G. Retensi Data

Data Pribadi dapat dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang- undangan.

H. Keamanan Data

1. Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib menjaga dan bertanggungjawab terhadap kerahasiaan,
keutuhan, dan.keamanan Data yang diterima dari Pihak lainnya dan memastikan bahwa seluruh
I:;l':gfrkat tekr!is, keat'narfan, tata kelola yang dimiliki, serta kegiatan Pemrosesan Data telah memenuhi
3 asulfelfum praktlk. industri (fndus-rr? practice), peraturan perundang-undangan yang berlaku,
vt :ﬂm(.!;an Pellllsdungan Data Pribadi, serta mampu mengantisipasi risiko dan ancaman yang
i Drmas ancaman perusakan, disintegrasi, kehilangan, perubahan, pengaksesan dan
€ pan Data tanpa hak), dan dapat melakukan kegiatan Pemrosesan Data sebagaimana yang
diatur dalam Perjanjian ini dengan aman, andal, dan layak.
2. Dengan tetap mempert

ruang lingkup, konteks, ediaan teknologi,

; biaya operasional dan kondisi yang ada,
tujuan pemrosesan Data, risiko yan

g dapat muncul terhadap Pemrosesan Data,

/!



Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib untuk menerapkan sistem teknis maupun pembuatan
kebijakan internal untuk memastikan tingkat pelindungan yang layak terhadap keamanan Data, dengan
setidaknya menerapkan langkah-langkah berikut:

a. melakukan enkripsi terhadap Data;

b. menjamin kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, dan ketahanan Data dari berbagai risiko dalam
kegiatan Pemrosesan Data;

¢. mengembalikan akses dan ketersediaan terhadap Data dalam waktu seketika jika terjadi gangguan
operasional terhadap pemrosesan Data;

d. melakukan proses pengujian, penilaian, dan evaluasi terhadap efektifitas sistem teknis maupun
kebijakan internal untuk memastikan keamanan Pemrosesan Data; dan

e. upaya lain untuk memenuhi kewajiban Masing-masing Pengendali Data Pribadi.

Kewajiban Pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data

Dengan tetap memperhatikan kewajiban masing-masing Pengendali Data Pribadi berdasarkan
Peraturan Pelindungan Data Pribadi, Masing-masing Pengendali Data Pribadi harus memberikan
pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dan/atau Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah mengetahui telah terjadi kegagalan Pelindungan Data
termasuk perusakan, disintegrasi, kehilangan, perubahan, pengaksesan, dan pengungkapan Data tanpa
hak.

Pemberitahuan yang dimaksud dalam Point 1.1 ini harus memuat informasi terkait:
a. Data Pribadi yang terungkap;

b. Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap;

c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi.

Penyelesaian Sengketa & Ganti Rugi

Apabila terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka
masing-masing Pengendali Data Pribadi akan memberitahukan Pihak lainnya dan sepakat untuk
‘mengawali menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Pihak yang melanggar wajib mengganti rugi dan membebaskan Pihak lainnya atas setiap gugatan
ataupun tuntutan hukum dari pihak manapun, sanksi, denda, kerusakan, kerugian, pengeluaran,
tanggung jawab, termasuk biaya jasa hukum yang diderita oleh Pihak lainnya yang dapat timbul
sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang dilakukan oleh Pihak tersebut dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan
Lampiran ini.

Salah satu Pihak wajib dengan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis apabila
Pihak tersebut sadar atau mengetahui tentang adanya peringatan, somasi, gugatan, atau tuntutan dari
pihak ketiga manapun terkait dengan Jasa, dan dengan segera mengambil tindakan untuk membela
diri dari peringatan, somasi, gugatan, dan tuntutan hukum tersebut.

K. Transfer data Pribadi dalam/luar negeri

L.

Masing-masing Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali
Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi baik di dalam mauun di luar wilayah hukum
Negara Republik Indonesia (apabila ada), berdasarkan perjanjian tertulis yang memastikan bahwa
Pihak yang menerima transfer Data Pribadi lainnya memberikan Pelindungan Data Pribadi yang setara
dengan yang diberikan oleh Para Pihak.

Tujuan transfer data pribadi diantaranya untuk melaksanakan kewajiban hukum, kewajiban dalam
perjanjian kerjasama, bagian yang tidak terpisah dari Pemrosesan Data Pribadi seperti penyimpanan
data dan pengamanan data yang dilakukan oleh pihak lain terkait hal ini harus diinformasikan kepada

Subjek Data dan mendapatkan persetujuan yang terdokumentasi. + ﬂ



3. Pengendali Data Pribadi yang akan melakukan transfer data pribadi harus memastikan :

a. Terhadap transfer Data Pribadi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,
Pengendali Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi melakukan Pelindungan Data
Pribadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi;

b.  Terhadap transfer Data Pribadi diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

i Negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi
yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi
yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur Peraturan Pelindungan Data Pribadi.

ii,  Dalam hal ketentuan ayat (i) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib
memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat
mengikat.

iii. Dalam hal ketentuan ayat (ii) dan (iii) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi
wajib mendapat persetujuan Subjek Data Pribadi

L. Lain-lain

Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib mematuhi segala peraturan mengenai Pelindungan Data
Pribadi dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dalam pemrosesan data termasuk namun
tidak terbatas pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.



